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Kepada Yang Terhormat
Kepala Desa & ASN Se-Kabupaten Tana Tidung
di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentag Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali
Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
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Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia,

Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang
Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum; Dan

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan

Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta

Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.



Sehubungan dengan telah ditetapkannya peraturan komisi pemilihan umum
nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024 dan dimulainya
tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota
dan wakil walikota tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang
bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran
pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat undang-undang
nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peratiran pemerintah pengganti undang-undang
nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-
undang khusus dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap netralitas ASN,
TNI, POLRI, pejabat negara, dan pejabat lainnya maka dengan ini bawaslu
menyampaikan hal berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023 “Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Selanjutnya Disebut ASN
Adalah Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Yang Diangkat Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Dan Diserahi Tugas Dalam
Suatu Jabatan Pemerintahan Atau Diserahi Tugas Negara Lainnya Dan Diberikan
Penghasilan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023, “Pegawai ASN Harus Bebas Dari Pengaruh Dan Intervensi Semua
Golongan Dan Partai Politik”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
“Pegawai ASN Berperan Sebagai Perencana, Pelaksana, Dan Pembangunan
Nasional Melalui Pelaksanaan Kebijakan Dan Pelayanan Publik Yang Profesional,
Bebas Dari Intervensi Politik, Serta Berish Dari Praktik Korupsi, Kolusi, Dan
Nepotisme.”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Huruf G Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023, “Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Bagi
Pegawai ASN Dilakukan Apabila Melakukan Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023, “Pegawai ASN Yang Mencalonkan Diri Atau Atau Dicalonkan
Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/\Walikota Wajib Menyatakan Mengundurkan Diri
Secara Tertulis Sebagai Pegawai ASN Sejak Ditetapkan Sebagai Calon”.



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Huruf J Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023, “Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Bagi
Pegawai ASN Dilakukan Apabila Menjadi Anggota Dan/Atau Pengurus Partai
Politik”.

Larangan terhadap kepala desa yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang
Desa, “Membuat Keputusan Yang Menguntungkan Diri Sendiri, Anggota
Keluarga, Pihak Lain, Dan/Atau Golongan Tertentu lkut Serta Dan/Atau Terlibat
Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah”.

Larangan terhadap kepala desa yang diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-
Undang Pilkada, “Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang
Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon”

Pelanggaran terhadap larangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal
29 UU Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran
tertulis. Dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, maka
dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan
pemberhentian tetap yang ditetapkan oleh Bupati. Sedangkan pelanggaran
terhadap larangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1)
UU Pilkada dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU
Pilkada

10.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf n angka 6 Peraturan

11.

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, “PNS dilarang memberikan dukungan
kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau
pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga, dan masyarakat”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, “PNS dilarang memberikan dukungan
kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk

atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”;

12.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 yang berbunyi:



1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota
TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah
satu pasangan calon.

2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau
Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan
sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa
Jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau
Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan
kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan
sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan
pasangan calon terpilih.

4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan
Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut
dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.

13.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf
d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi :
Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan
pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan
meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga
negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundangundangan;

c. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau
merugikan Daerah yang dipimpin.

14.Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024,
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari
pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sampai

dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bawaslu kabupaten tana tidung

mengimbau :

1.

Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya
di seluruh Indonesia agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan
menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan,
berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya
pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati
atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;

Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat
menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya
pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati
atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas

negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan

. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-

masing Terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI/Pejabat Negara/Pejabat
Lainnya Dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian disampaikan atas Perhatian dan Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Arsip

1.
2.



